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LAMPIRAN 

WAWANCARA 

Kepada Masyarakat  

Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara 

 

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan syari`at Islam di Desa Bambel 

Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini? 

2. Sepengetahuan bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan syari`at Islam yang 

dilaksanakan? 

3. Menurut bapak/ibu sebagai masyarakat, apakah aturan terhadap syari`at Islam 

itu telah sesuai dengan keinginan bapak/ibu atau tidak?, bisa jelaskan? 

4. Menurut bapak/ibu, apakah terdapat kekurangan dari qanun yang mengatur 

tentang syari`at Islam? 

5. Menurut bapak/ibu, apakah pernah disosialisasikan Qanun Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Larangan Maisir (Judi)? Kalau ada bagaimana bentuk sosialisasinya?, 

bisa dijelaskan! 

6. Terhadap pelaksanaan sosialisasi qanun syari`at Islam dan qanun larangan judi 

maisir (judi), siapa saja yang melaksanakan sosialisasi tersebut? 

7. Berapa kali sosialisasi qanun diberikan?, dan bagaimana respon masyarakat 

Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap 

pelaksanaan sosialisasi kedua qanun yang dilaksanakan itu?, bisa dijelaskan! 

8. Menurut bapak/ibu, faktor apa saja yang menjadi penghambat untuk 

mensosialisasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at 

Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (Judi), 

sehingga qanun tidak sampai kepada masyarakat?, bisa dijelaskan! 



 

 

 

 

9. Terkhusus mengenai syari`at Islam berupa qanun yang melarang perjudian, 

sepengetahuan bapak/ibu, apakah terdapat dampak positif terhadap aktivitas 

pencegahan perjudian di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh 

Tenggara ini? 

10. Apakah pernah bapak/ibu mengalami secara langsung terhadap tindakan oleh 

petugas yang menjalan qanun syari`at Islam, terkhusus mengenai larangan 

perjudian (maisir)? 

11. Menurut bapak/ibu, bagi pelaku perjudian yang pernah ditindak, apakah 

terdapat jera bagi masyarakat yang melakukan perjudian? 

12. Menurut bapak/ibu, bagaimana yang baiknya dilakukan dalam mencegah dan 

menyelesaikan permasalahan tindakan perjudian (maisir) di Desa Bambel 

Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini?, bisa dijelaskan? 

13. Menurut bapak/ibu, bagaimana kesadaran masyarakat Desa Bambel 

Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Qanun Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Larangan Maisir (Judi)? 

14. Menurut bapak/ibu, terhadap adanya kedua qanun, apakah masyarakat telah 

mengetahui dengan baik kedua qanun tersebut?, bisa dijelaskan! 

15. Apa harapan bapak/ibu terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Larangan Maisir (Judi) di Desa Bambel Kecamatan Bambel 

Kabupaten Aceh Tenggara ini? 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 

WAWANCARA 

Kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 

Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara 

 

1. Menurut bapak, bagaiaman pelaksanaan syari`at Islam di Desa Bambel 

Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini? 

2. Menurut bapak, apakah pernah disosialisasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Larangan Maisir (Judi)? Kalau ada bagaimana bentuk sosialisasinya?, 

bisa dijelaskan! 

3. Terhadap pelaksanaan sosialisasi qanun syari`at Islam dan qanun larangan judi 

maisir (judi), siapa saja yang melaksanakan sosialisasi tersebut? 

4. Berapa kali sosialisasi qanun diberikan?, dan bagaimana respon masyarakat 

Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap 

pelaksanaan sosialisasi kedua qanun yang dilaksanakan itu?, bisa dijelaskan! 

5. Menurut bapak, faktor apa saja yang menjadi penghambat untuk 

mensosialisasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at 

Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (Judi), 

sehingga qanun tidak sampai kepada masyarakat?, bisa dijelaskan! 

6. Menurut bapak selaku tokoh agama, apakah cara yang terbaik dalam 

menuntaskan permasalahan perjudian?, apakah dengan himbauan atau berupa 

qanun?, bisa dijelaskan? 

7. Apa yang bapak lakukan ketika terdapat masyarakat yang melakukan tindakan 

perjudian di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini? 



 

 

 

 

8. Menurut bapak, apakah qanun yang mengatur tentang perjudian dan qanun 

yang mengatur pelaksanaan syari`at Islam yakni Qanun Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam telah efektif?, kalau tidak, apa yang 

seharusnya dilakukan? 

9. Menurut bapak, terhadap qanun-qanun yang telah ada, apakah efektif dalam 

pelaksanaan syari`at Islam? 

10. Apakah terdapat kekurangan dalam qanun-qanun yang mengatur mengenai 

syari`at Islam?, dan bagaimana seharusnya? 

11. Sepengetahuan bapak, bagaimana pelaksanaan dan tindakan pelarangan 

perjudian (maisir) yang dilakukan oleh petugas wilayatul hisbah?, apakah 

terdapat jera bagi masyarakat? 

12. Sepengetahuan bapak, apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan 

perjudian yang benar-benar telah diketahui dan terbukti melakukan perjudian? 

13. Bagaiman menurut bapak dalam ajaran agama Islam terhadap sanksi bagi 

pelaku perjudian?, bisa bapak jelaskan? 

14. Bagaimana menurut bapak dalam adat Aceh, apakah ada sanksi khusus yang 

diberlakukan terhadap pelaku perjudian?, bisa dijelaskan? 

15. Menurut bapak, bagaimana kesadaran masyarakat Desa Bambel Kecamatan 

Bambel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Larangan Maisir (Judi)? 

16. Menurut bapak, terhadap adanya kedua qanun, apakah masyarakat telah 

mengetahui dengan baik kedua qanun tersebut?, bisa dijelaskan! 



 

 

 

 

17. Apa harapan bapak/ibu terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Larangan Maisir (Judi) di Desa Bambel Kecamatan Bambel 

Kabupaten Aceh Tenggara ini? 

  



 

 

 

 

SK PEMBIMBING SKRIPSI 
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SURAT KETERANGAN TELAH RISET 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 

FOTO PENELITIAN 
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